
 

 

 

WALI KOTA TEGAL 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL 

NOMOR   2  TAHUN  2020 

TENTANG 

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA TEGAL, 

Menimbang : a.  bahwa dengan dicabutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pedoman Pemberian 

Sumbangan Pihak Ketiga melalui Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah 

dan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kota Tegal 

Nomor 7 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak 

Ketiga Kepada Daerah perlu dicabut; 

  b.  bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Peraturan 

Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan 

Lembaga Kemasyarakatan perlu dicabut ; 

  c.  bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan Daerah Kota 

Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin 

Gangguan perlu dicabut; 

d. bahwa . . . 

SALINAN 
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  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan 

Daerah Kota Tegal; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat; 

  4.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil 

di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); 

  5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

 

 

6. Undang-Undang . . . 
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  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  7.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL 

dan 

WALI KOTA TEGAL 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA 

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL. 

 

Pasal 1 

Beberapa Peraturan Daerah Kota Tegal di bawah ini  

a. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2001 tentang 

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2001 Nomor 7 Seri D);  

b. Peraturan Daerah 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga 

Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 5); dan  

c. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tegal 

Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Tegal Nomor 29); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 . . . 
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Pasal 2 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga 

Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 4 

Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, tetap 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan 

dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Tegal. 

 
Ditetapkan di  Tegal  
pada tanggal  21 Februari 2020 

 
WALI KOTA TEGAL, 

 
ttd 

 

DEDY YON SUPRIYONO 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 2 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

BUDI HARTONO, S.H., M.H. 
Pembina Tingkat I 

NIP 19680216 198903 1 004 

 

 

Diundangkan di Tegal 
pada tanggal  21 Februari 2020  

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 
 

ttd 
 

JOHARDI 



PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL 

 
NOMOR   2  TAHUN   2020  

 

TENTANG 
 

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL 
 

I. PENJELASAN UMUM 

Dengan dicabutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 

1978 tentang Pedoman Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah, 

Sumbangan Pihak Ketiga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah 

dihentikan karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-

undangan. 

Dengan berlakunya Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang dalam peraturan 

Menteri ini pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 

Desa yang diatur dalam berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di kelurahan serta ketentuan 

lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa dan Lembaga Adat Desa diatur dengan Peraturan Wali Kota sehingga perlu 

mencabut Peraturan Daerah 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga 

Kemasyarakatan. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah 

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin 

Gangguan Di Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan 

tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) sehingga perlu 

mencabut Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Izin Gangguan.  
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Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kota Tegal, yang terdiri dari : 

1. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2001 tentang Penerimaan 

Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal 

Tahun 2001 Nomor 7 Seri D); 

2. Peraturan Daerah 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga 

Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 5); dan  

3. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 

2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 29); 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 48 

 

 


